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ABSTRAK
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Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Korban
Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Dinas Sosial
Kota Sabang)

Tanggal Munagasyah : 27 Juli 2026 M / 12 Safar 1448 H

Tebal Skripsi : 78 Halaman

Pembimbing | : Dr. Jamhir, M.Ag

Pembimbing Il : Riza Afrian Mustagim, M.H

Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, Perlindungan, Anak Korban, Tindak

Pidana Pelecehan Seksual

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai peran dari Dinas Sosial Kota
Sabang di dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual, serta
analisis efektivitas hukum pada pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini terdiri dari
dua aspek. Pertama, menganalisis peran dari Dinas Sosial Kota Sabang. Kedua,
menilai efektivitas hukum pelaksanaan peran Dinas Sosial di dalam perlindungan
anak korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan
conceptual approach, jenis penelitian yuridis empiris, memanfaatkan data primer
dari wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif-preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Sabang sudah
berjalan sesuai dengan teori peran, di mana peran dipahami sebagai aspek dinamis
dari kedudukan sosial yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban sesuai status
lembaga. Namun efektivitas hukum dalam pelaksanaan peran perlindungan anak
ABH sebagai korban pelecehan seksual belum efektif sebab belum tercapai syarat
kumulatif indikator efektivitas hukum. Dari empat indikator utama, hanya materi
hukum yang terpenuhi, sementara penegak hukum, sarana prasarana, serta
kesadaran hukum masyarakat masih ada kendala. Jadi, perlindungan anak di Kota
Sabang masih lemah dan memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas
aparatur, penyediaan sarana yang memadai, serta pembinaan kesadaran hukum
masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana keadilan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
HURUF
ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA
[ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
d Ja J Je
d Ha H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
4 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Za z Zet
Y Sa S Es
o Sya SY Es dan Ye




HURUF
ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA
ol Sa S Es (dengan titik di bawah)
ol Dat D De (dengan titik di bawah)
p2 Ta T Te (dengan titik di bawah)
5 Za Z Zet (dengan titik di bawah)
g ‘Ain 4 Apostrof Terbalik
& Ga G Ge
] Fa F Ef
] Qa Q Qi
d Ka K Ka
J La L El
e Ma M Em
] Na N En
3 Wa W We
- Ha H Ha
s Hamzah ? Apostrof
] Ya Y Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (=) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda (’).



2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

HURUF ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA
Fathah A A
Kasrah | |
Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA

NAMA

HURUF LATIN

NAMA

2!

=

Fathah dan ya

Al

Adan |

3

Fathah dan wau

lu

Adan U

Contoh:
caX : kaifa
dsx : haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Xi



HARKAT DAN
HURUF

NAMA

HURUF DAN
TANDA

NAMA

<

=

Fathah dan alif atau ya

a dan garis di atas

Kasrah dan ya

-1

i dan garis di atas

- Dammah dan wau

u dan garis di atas

Sl . mata
A0 : rama

Ja . gila

Ry

a0 o yamitu

4. Ta Marbitah

Transliterasi untuk ta marbzfah ada dua bentuk, yaitu: ta marbarah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbizah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbitah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marburah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Jukyi iy

ALadl) 453

. raudah al-arfal

. al-madinah al-fadilah

. al-hikmah
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5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydzd (<) dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

(S . rabbana
Lias : najjaing
Gal) . al-haqg
& o al-hajj
axd . nu’ima
3% . ‘aduwwun

Jika huruf ¢ memiliki tasydzd di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:

e : ‘Alr (bukan ‘Aliyy atau ‘4ly)

0= . ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif
lam ma 'rifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:
Gl - al-syamsu (bukan asy-syamsu)

a5 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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aady : al-falsafah
3 - al-biladu

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
O3 : ta’murana
: 50 . al-nau’
R © syai'un
&5l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Qur’an,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

A P : Fizilal al-Qur’an
Croxil) Jad dad) : Al-Sunnah gabl al-tadwin

Cundl o gadn ¥ Bdll o gee S Ll al-Gbarat fi ‘umiim al-lafz la bi khusis al-
sabab
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9. Lafz al-Jalalah (4)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:
U - dinullgh

Adapun ta marbirah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

a3 4 2a : hum f7 rakmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah
Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma Muksammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazz bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-laz7 unzila fih Al-Qur’an

Nasir Al-Din Al-Tas

Abu Nasr Al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz min Al-Dalal
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.! Oleh karena itu,
anak memiliki hak mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan,
eksploitasi, maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan anak menjadi
tanggung jawab bersama secara mutual dan integratif antara keluarga, masyarakat
maupun pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis dengan UUPA), yang menyatakan bahwa
setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis,
kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.?

Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan mempunyai dasar
negara yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan kepada warga negara yang hidup
di Indonesia tentang nilai-nilai ketuhanan dan keadilan, kasih sayang, dan saling
menghargai antara sesama warga negara dan merupakan sebagai pandangan hidup
serta falsafah negara bahkan menjadi salah satu sumber hukum materil ketentuan
perundang-undangan.® Indonesia adalah Negara mayoritas berpenduduk Muslim,
yang dalam agama Islam tidak mengajarkan pelecehan dalam bentuk apa pun, dan
termasuk kategori pelecehan seksual. Islam justru menyebarkan kedamaian, kasih
sayang, serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela dan maksiat. Terdapat
beberapa ayat Alquran yang memberikan informasi tentang larangan atau perintah

untuk menjauhi perbuatan dosa besar serta berbuat keji dan maksiat. Misalnya di

!Cholida Hanum, Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa
Kini (Salatiga: LP2M dan IAIN Salatiga Press, 2020), him. 75.

2UU Republik Indonesia No,35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3Jimly Asshiddigie, Pengantar IImu Hukum Tata Negara, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), him. 197.
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dalam QS. Al-Nisa’ ayat 31, QS. Al-Sytra ayat 37, dan QS. Al-Najm ayat 32, dan
ketiganya memuat informasi tentang perintah untuk menjauhi perbuatan dosa dan
perbuatan keji, yang mana oleh ulama memahaminya sebagai perintah yang tegas
dan lebih jelas dari pengharaman.* Hal ini juga berlaku bagi kejahatan pelecehan
seksual, karena ia juga termasuk perbuatan dosa, jenis kekejian, dan kemaksiatan.
Oleh karena itu, ironis sekiranya banyak terjadi kasus-kasus kekerasan, pelecehan
seksual dalam masyarakat.

Pelecehan merupakan jenis kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap
orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, atau melakukan tindakan tidak
manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Pelecehan terhadap anak yang
tidak sekedar pelanggaran norma sosial akan tetapi juga norma agama dan susila.®
Bentuk pelecehan yang sering terjadi di tengah masyarakat yaitu pelecehan yang
menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan,
dan juga pencabulan. Pelecehan seksual terjadi bukan hanya kepada orang dewasa
namun lebih buruk lagi terjadi pada anak di bawah umur yang kebanyakan mereka
tabu terhadap persoalan tersebut.

Pelecehan merupakan salah satu bentuk tindakan tidak terpuji dan dilarang
dalam agama terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Namun begitu,
pelecehan seksual terhadap anak tersebut ternoda justru banyak muncul di dalam
keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar.® Pelecehan seksual terhadap anak
adalah sebuah tindakan semena-mena yang dilakukan seseorang yang seharusnya
menjaga, ataupun melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelecehan
seksual anak ini dapat mengakibatkan trauma pada anak, dan trauma tersebut bisa

terjadi berkepanjangan. Maknanya, anak akan mengingat selalu apa yang pernah

“Yiisuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata’amal Ma’a Al-Qur’an, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 5,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 258-259.
SAchie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk tindak Kekerasan terhadap

Perempuan dan Alternatif Pencegahannya, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Ul, 2000),
him. 78.

Suhasril, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (Depok: RajaGrafindo
Persada-Rajawali Pers, 2016), him. 55.
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ia alami (dalam bentuk pelecehan seksual) sehingga setelah beranjak remaja dan
dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri,
penuh kecurigaan kepada orang yang belum dikenal. Permasalahan ini berakibat
fatal jika pada masa tersebut anak menjadi korban pelecehan seksual, sehingga ia
tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Jika tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh anak terus terjadi, maka
akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap masa depan anak, padahal
anak ialah generasi penerus bangsa. Anak yang mengalami pelecehan seksual ini
membuat anak menjadi trauma serta depresi, karena apa yang dilihat dan terekam
di waktu kecil akan terus hingga dewasa. Oleh karena itulah, diperlukan intervensi
dari berbagai pihak, terutama peran dari keluarga, masyarakat, dan lembaga atau
instansi pemerintahan.

Peran masyarakat dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir
kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami anak. Peran pemerintah juga sangat
penting, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 23 tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis
UU PKDRT) dan dalam Pasal 20 UUPA, di mana negara/pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua punya kewajiban dan tanggung jawab menyelenggarakan
perlindungan anak. Pasal 4 UUPA mengatur bahwa: “Setiap anak berhak untuk
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi®.’

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya sebagai korban
pelecehan seksual, membutuhkan perlindungan, pemulihan dan bimbingan untuk
mengobati dan menetralisir dampak dari pelecehan yang dialami anak. Adapun
lembaga yang punya kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada
anak adalah Dinas Sosial. Peranan dari Dinas Sosial sangat membantu bagi anak

"UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003.
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terutama melindungi anak dari tindakan kekerasan dan juga perlakuan yang tidak
manusiawi dari orang dewasa dan membantu anak memperoleh hak-haknya.

Lembaga Dinas Sosial dapat mensosialisasikan dan menyuarakan seluruh
masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk pelecehan seksual pada anak.
Selanjutnya Dinas Sosial juga dapat memberikan pendampingan terhadap korban
yang bermuara pada penyembuhan mental serta psikologis anak yang mengalami
trauma akibat tindak pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak, banyak ditemukan
di lapangan. Khusus di Aceh, data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh di sepanjang tahun
2023 cukup banyak, dengan beragam bentuk perlakuan, mulai dari kekerasan fisik
dan psikis, perdagangan (trafficking) dan lainnya. Data kasus kekerasan, termasuk

pelecehan seksual terhadap anak secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:

Jumlah Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan

m Kekerasan Psikis

1 Kekerasan Fisik

® Pelecehan Seksual
Sexual (Incess )

® Sodomi

u Trafficking

B Penelantaran

m Eksploitasi Seksual

m KDRT

B Pemerkosaan

H ABH

N 2,0% B Hak Asuh Anak

7' 1%_\ 26, 3%
53, 7% =

70,9%

2,0%

37,5%

3,0%

Gambar 1.1. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Sejak Januari s.d Desember 2023
Sumber: DPPPA Aceh, 2023.

16, 2%

Berdasarkan data tersebut, kekerasan terhadap anak mempunyai banyak
kategori termasuk pelecehan seksual. Kategori pelecehan seksual ini sebanyak
164 kasus, sexual incess 2 kasus, sodomi sebanyak 16 kasus, eksploitasi seksual

2 kasus, dan kasus pemerkosaan terhadap anak yaitu 139 kasus.® Data tersebut

8Diakses melalui: https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap -
anak/ jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-desember-2023, akses tanggal
8 Juni 2024.
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merupakan data yang dapat dideteksi. Meski demikian, penulis meyakini bahwa
masih banyak kasus lain yang tidak terekspos ke publik bahkan boleh jadi jumlah
lebih besar dan tinggi dari pada jumlah data yang ditemukan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Sabang, jumlah kasus anak yang
berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan seksual tercatat 9 kasus di
tahun 2022, 0 kasus tahun 2023, terdapat 6 kasus pada tahun 2024.° Data tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kejahatan kategori pelecehan seksual terhadap anak
di Kota Sabang bersifat fluktuatif, dan angkanya relatif tinggi. Oleh sebab itulah,
Dinas Sosial Kota Sabang mempunyai peran penting dalam melakukan kegiatan
perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Mengingat dampak
dari pelecehan seksual tersebut mengancam kondisi fisik maupun psikis anak di
masa depan. Namun hingga saat ini, peran Dinas Sosial Kota Sabang dalam upaya
cenderung kurang efektif, tidak hanya dari sisi masih tingginya kasus pelecehan
seksual kepada anak, juga dari sisi dampak proses perlindungan yang dilakukan
oleh Dinas Sosial yang relatif kurang maksimal.

Mengacu pada permasalahan tersebut, ada dua fokus utama yang menarik
dikaji lebih lanjut. Pertama, mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan Dinas
Sosial Kota Sabang terhadap anak ABH sebagai korban pelecehan seksual. Kedua
mengenai efektivitas hukum pelaksanaan perlindungan anak ABH sebagai korban
pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang. Dua aspek ini penting dianalisis
mengetahui bentuk layanan perlindungan Dinas Sosial, dan efektivitas penerapan
hukum di dalam pemberian perlakuan perlindungan hukum kepada anak sebagai
korban kekerasan seksual.

Sejauh ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian
ini. Meskipun begitu penelitian yang khusus menelaah tentang peran Dinas Sosial
di dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan

°Sinta, Kepala Bidang PP Dinas Sosial Kota Sabang, Wawancara Pribadi, Sabang, 28
Februari 2025.
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seksual dengan studi di Dinas Sosial Kota Sabang belum dikaji peneliti-peneliti
sebelumnya. Namun demikian ada beberapa penelitian yang relevan dengan studi
ini, di antaranya penelitian Reva Alen Nauri dan Sudarman,© selanjutnya dalam
penelitian Aisyah, Nurul, dan Agus,'* kemudian penelitian Pikir, Parlindungan,
dan Ayler.*? Dalam beberapa penelitian tersebut, juga menganalisis peran Dinas
Sosial, namun tidak berfokus kepada Dinas Sosial di Kota Sabang terutama dalam
menjalankan peran perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai
korban pelecehan seksual.

Untuk itu, penelitian ini ditulis untuk menganalisis peran dari Dinas Sosial
dalam membina anak yang berhadapan hukum dan efektivitas hukum pelaksanaan
perlindungan anak khususnya peran dinas sosial dalam perlindungan anak korban
tindak pidana pelecehan seksual di Kota Sabang. Judul yang diangkat ialah Peran
Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Studi di Dinas Sosial Kota Sabang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka ada dua aspek penting yang
hendak didalami dalam penelitian ini, dengan dua rumusan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana peran Dinas Sosial di Kota Sabang dalam perlindungan anak

korban tindak pidana pelecehan seksual?

WReva Alen Nauri dan Sudarman Sudarmawan, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani
Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya,” Journal of Social Politics and
Governance (JSPG) Vol. 4, no. 1 (30 Juni 2022): 38-53, d0i:10.24076/JSPG.2022v4i1.829.

1 Aisyah Fira Rahmawati, Nurul Umi Ati, dan Agus Zainal Abidin, “Peran Dinas Sosial
P3AP2KB dalam Perlindungan Anak untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual terhadap
Anak di Kota Malang,” Respon Publik Vol. 16, no. 4 (16 Februari 2022): 1-6, doi:https:/jim.
unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15360.

12pikir Sadar Waruwu, Palindungan Lahagu, dan Ayler Beniah Ndraha, “Peran Dinas
Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Nias Barat,”
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3, no. 5 (8 Oktober 2023): 1101-10,
doi:https:// j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4815.
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Bagaimana efektivitas hukum perlindungan anak korban tindak pidana

pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan tertentu, terutama untuk dapat

menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah sebelumnya. Jadi

penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial di Kota Sabang
dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.
Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak

korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian

yang relevan dengan penelitian ini, sebagaimana dapat dikemukakan pada uraian

pembahasan berikut ini:

1.

Penelitian Reva Alen Nauri dan Sudarman, dengan judul: “Peran Dinas
Sosial dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten
Nagan Raya”. Secara garis besar, penanganan kekerasan seksual terhadap
anak yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sudah berjalan
dengan baik. Dinas Sosial berperan memberi pendampingan pada korban
berupa pendampingan ke BAP, psikologi dan juga sumber bantuan yang
dibutuhkan korban. Dinas Sosial memulihkan trauma, di sini Dinas Sosial
berupaya mendatangkan psikolog bagi korban yang bertujuan mengurangi
dampak negatif dari tindak kekerasan seksual. Dinas Sosial juga sebagai
broker/penghubung, berupa menghubungkan korban ke sumber data yang
dibutuhkan seperti Rumah Aman, Dinas pendidikan, sebagai Advokat, di
sini Dinas Sosial sebagai juru bicara korban, sebagai motivator berupa
memberikan motivasi terhadap korban, serta memberikan bantuan hukum

terhadap korban. Dengan pelaksanaan peranan tersebut, maka diharapkan
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dapat mengurangi serta mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari
tindak kekerasan seksual yang dialami anak seperti rasa trauma, minder,
dan depresi.*

Penelitian Aisyah, Nurul, dan Agus, dengan judul: “Peran Dinas Sosial
P3AP2KB dalam Perlindungan Anak Menekan Angka Kasus Pelecehan
Seksual terhadap Anak di Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka
kasus pelecehan seksual terhadap anak Kota Malang meliputi pencegahan
dan penanganan dengan didukung faktor mitra kerja sama, pengarsipan
data korban, sarana serta prasarana. Faktor penghambat yang dialami ialah
dalam konteks pengurusan program, keterbatasan jumlah tenaga kerja dan
kondisi klien.*

Penelitian Pikir, Parlindungan, dan Ayler, dengan judulnya: “Peran Dinas
Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten
Nias Barat”. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial
memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi, melapor, dan menangani
kasus kekerasan seksual pada anak. Dinas berperan di dalam memberikan
konseling dan dukungan psikososial bagi korban, melakukan koordinasi
dengan lembaga lainnya untuk memberikan layanan yang komprehensif.
Namun penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala pelaksanaan
peran Dinas Sosial termasuk keterbatasan sumber daya manusia kemudian
anggaran yang memadai. Karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dengan
pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus
kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat.'®

Penelitian Sintong Kitler, dengan judul yaitu: “Peranan Dinas Sosial dan

Pemakaman dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota

13Nauri dan Sudarmawan, “Peran Dinas Sosial...,” hlm. 38.
14Rahmawati, Ati, dan Abidin, “Peran Dinas Sosial...,” hlm. 1.
SWaruwu, Lahagu, dan Ndraha, “Peran Dinas Sosial...,” hlm. 1101.
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Pekanbaru Tahun 2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran
Dinas disusun dalam program strategis yang selaras dengan visi Kota
Layak Anak sesuai SK Menteri No. SK-49/Men.PP/IV/2007. Program
dijalankan melalui koordinasi dengan instansi terkait serta penyuluhan dan
pemberdayaan keluarga PMKS agar anak tidak dieksploitasi. Faktor
penentu efektivitas kebijakan meliputi komunikasi antar institusi, sumber
daya, disposisi tugas, dan struktur birokrasi. Hambatan utama berupa
lemahnya koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran, ketidakjelasan
peran, serta belum adanya regulasi baku mengenai pekerja anak, sehingga
pelaksanaan perlindungan anak kurang optimal.®
5. Penelitian Nursyamsi, Syamsuddin, dan Syakhruddin dengan judul yaitu:
“Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan
Seksual”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berbagai peranan yang
dapat dilakukan pekerja sosial di dalam menangani anak korban kekerasan
seksual, peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak
yang memerlukan perlindungan dan pendampingan yang tidak hanya satu
melainkan banyak, dalam arti peran yang satu dengan peran yang lainnya
saling mendukung dan melengkapi. Peranan seorang Pekerja Sosial sangat
menentukan keberhasilan proses pemulihan seorang korban, hal ini karena
pekerja sosial langsung dengan korban sampai pada tahap akhir.’
Kelima penelitian terdahulu sama-sama menyoroti peran Dinas Sosial atau
pekerja sosial di dalam menangani anak korban kekerasan atau pelecehan seksual.

Semua penelitian tersebut menekankan fungsi pendampingan, perlindungan, serta

6Sintong Ketler dan Isril, “Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan
Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2012,” Jurnal Online Mahasiswa (JOM)
Bidang IImu Sosial Dan IImu Politik Vol. 1, no. 2 (2014): 1-15, doi: https://jom.unri.ac.id/index.
php/JOMFSIP/article/view/3219.

YNursyamsi, Syamsuddin, dan Syakhruddin, “Peran Pekerja Sosial dalam Menangani
Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual,” Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi
Vol. 1, no. 3 (2 Oktober 2020): 534-40, doi:https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiya
h/article/view/16847.
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pemulihan trauma anak, baik melalui konseling, dukungan psikososial, maupun
koordinasi dengan lembaga lain. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan
adanya keterkaitan antara efektivitas peran Dinas Sosial dengan faktor pendukung
seperti ketersediaan tenaga kerja, sarana prasarana, serta kerja sama lintas sektor.
Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada bagaimana Dinas
Sosial berperan dalam melakukan upaya perlindungan anak korban tindak pidana
pelecehan seksual.

Perbedaan utama terletak pada konteks lokasi, fokus, serta sudut pandang
penelitian. Penelitian terdahulu dilaksanakan di berbagai daerah (seperti di Nagan
Raya, Malang, Nias Barat, Pekanbaru dan Makassar), sementara penelitian skripsi
berfokus pada Kota Sabang. Beberapa penelitian menekankan aspek pencegahan
kasus pelecehan seksual (seperti penelitian di Malang), ada juga yang menyoroti
kebijakan perlindungan anak secara umum (seperti di Pekanbaru), dan ada pula
yang lebih menekankan peran pekerja sosial secara individual (seperti penelitian
Nursyamsi). Sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengenai efektivitas hukum
dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual, sehingga dapat

memberikan sudut pandang baru yang belum banyak dikaji peneliti terdahulu.

E. Penjelasan Istilah
Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan
seperti istilah peran, Dinas Sosial, perlindungan, anak korban, dan kata pelecehan
seksual. Masing-masing penjelasan kelima istilah di atas dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Peran
Kata peran mempunyai beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata peran berarti pemain sandiwara (film), atau tukang lawak pada
permainan makyong. Peran juga berarti seperangkat tingkah yang diharapkan
dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kata peran ini juga

membentuk istilah berperan, artinya bertindak sebagai, kemudian membentuk
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kata peranan yang bermakna tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam
suatu peristiwa.'® Dalam bahasa Inggris, kata peran disebut dengan role, yang
mana kata ini digunakan untuk merujuk kepada fungsi seseorang, posisi dalam
situasi sosial.*® Selain istilah role, kata peran juga memiliki makna yang sama
dengan participation ataupun part. Sementara dalam istilah bahasa Arab pada
umumnya diistilahkan dengan “al-daur”.?’ Peran dibentuk dari pola tindakan
atau perilaku.?! Jadi, dapat dipahami bahwa peran adalah bagian yang diambil
oleh seseorang dalam bentuk tindakan terkait dengan kedudukannya di tengah
masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tindakan seseorang atau lembaga, maka kata
peran bermakna proses dinamis dari status ataupun penggunaan hak-hak serta
kewajiban, atau dapat juga disebut status subjektif. Status adalah kedudukan
seseorang yang terlepas dari individunya, ataupun kedudukan subjektif yang
memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan.
Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Bila orang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan kedudukannya, maka dia telah
menjalankan suatu peran.?

Pengertian yang lainnya juga dapat dipahami sebagai suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menonjol
di dalam terjadinya sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu. Peran adalah
suatu kompleks pengharapan manusia terkait caranya individu harus bersikap
dan berbuat di dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

18Tim Litbang Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Terbaru (Jakarta: Pustaka

Baru Press, 2024), him. 442.

19John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, Edisi Ketiga, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 230.

20].M. Cowan, Arabic English Dictionary, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language

Services, 1976), him. 299.

2LAlo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2018), him. 877.

22Hessel Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: Gramedia, 2005), him. 43.
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Peran memuat tiga hal, yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan
dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat, peran adalah suatu konsep
tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi, dan peran
sebagai perilaku individu yang penting bagi satu struktur sosial.?

Beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
peran merupakan tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu
ataupun kelompok di dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Dalam penelitian ini maka peran yang dimaksud adalah tindakan dan kegiatan
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sabang dalam kedudukannya sebagai
lembaga yang bertanggung jawab dalam memberi proses perlindungan anak
korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial atau Dinsos merupakan perangkat daerah yang memiliki
tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang sosial. Secara sederhana, Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah
tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing.?* Dinas
sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Sabang,
yang memiliki tugas dalam proses melaksanakan pembinaan administrasi dan
ketatausahaan dinas, melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang
pemberdayaan dan bantuan sosial, melaksanakan tugas umum pemerintahan
di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta melaksanakan tugas umum
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, melakukan
tugas pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di

dalamnya termasuk memberi perlindungan anak korban pelecehan seksual.

BKarimun, Pembelajaran Agama Islam pada Remaja (Purbalingga: Eureka Media
Aksara, 2024), him. 32.

24Fadhly Ramadan, “Dinsos: Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum, Struktur, dan Semua
Program Bansos,” 3 Januari 2026, https://iuwashtangguh.or.id/berita-bansos-kemensos/40091310
49/dinsos-pengertian-sejarah-dasar-hukum-struktur-dan-semua-program-bansos/.
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3. Perlindungan

Istilah perlindungan merupakan bentuk turunan dari kata lindung yang
bermakna menempatkan dirinya di bawah (di balik atau di belakang) sesuatu
supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan lainnya, bersembunyi.
Kata lindung kemudian membentuk istilah perlindungan, yang bermakna hal
yang berupa perbuatan dan sebagainya dalam melindungi sesuatu, atau proses,
cara, perbuatan melindungi.?> Dengan begitu yang penulis maksudkan dengan
istilah perlindungan dalam penelitian ini adalah proses, cara, usaha, kegiatan,
sekaligus proses tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sabang di
dalam memberi perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.
4. Anak korban

Istilah anak korban tersusun dari dua kata, yaitu anak dan kata korban.
Istilah anak berarti orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa.®
Definisi anak di sini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum
positif, hukum Islam maupun dari sisi penggunaan katanya, yang mencakup
hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Untuk itu, dalam penelitian ini, makna anak
merujuk kepada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, bahwa yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih di
dalam kandungan.

Istilah korban artinya orang dan sebagainya yang menjadi menderita
(mati dan sebagainya) akibat satu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.?’
Istilah korban disebut dengan istilah victim, berasal dari bahasa Latin, victima

yang berarti korban. Jadi, secara terminologi, victim atau (korban) merupakan

72.

2Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 339.
26Rahmat Ramadhani, Hukum Acara Peradilan Anak, (Medan: UMSU Press, 2021), him.

2Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta:

Pustaka Phoenix, 2012), him. 272.
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suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan
akibat-akibat menimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai
suatu kenyataan sosial. Dengan begitu korban merupakan akibat dari tindakan
kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat atau tidak
dapat diberikan hukuman.?® Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan korban
merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi korban tindak
pidana sehingga menderita sebab ia mengalami tindak kejahatan. Anak korban
merupakan anak yang berposisi korban atas tindak kejahatan. Dengan begitu,
anak korban dalam penelitian ini adalah salah satu dari anak yang berhadapan
dengan hukum, yang posisinya sebagai korban dari tindak pidana pelecehan
seksual.

5. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual.
Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air
gula pada bibir dan lain sebagainya, hina, tidak berharga, serta rendah sekali
nilainya. Dari kata leceh kemudian terbentuk kata melecehkan yang bermakna
menghinakan atau meremehkan.?® Sedangkan istilah seksual berasal dari kata
seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin,
atau senggama (hubungan intim). Sedangkan kata seksual berkenaan dengan
seks yaitu sebagai jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan
antara laki-laki dan perempuan, atau alat kelamin antara keduanya.*® Dengan
demikian, pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menentukan

cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah

ZBImron Rosyadi dkk., Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian: Sebuah
Pendekatan Viktimologi, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), him. 15.

29Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., him. 527.
301bid., him. 746-747.
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cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis
mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan
dan penafsiran fakta-fakta.>* Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara
dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Dalam penelitian ini, metode
yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode dengan melihat keadaan
dan kondisi yang alamiah. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian
yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang akan
dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan
konseptual/conceptual approach. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian
kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (empirical legal research), di
mana objek penelitiannya berupa perilaku hukum di dalam suatu masyarakat,
atau keberlakuan hukum.®® Yang dimaksudkan pendekatan konseptual ialah
pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang
sesuai dengan isu hukum/legal issue yang sedang dikaji sehingga pandangan
dan doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk
bisa menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.3* Dalam konteks penelitian
ini, pendekatan konseptual ialah dengan melihat konseptual hukum dan juga
sebuah pandangan hukum sehingga menjadi bagian dari upaya analisis peran
dinas sosial dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual

di Dinas Sosial Kota Sabang.

31Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), him. 13.

%21 Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 2 dan 12; Peter Mahmud
Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 16, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2025), him. 133-134; Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 34.

33Muhammad Siddig Armia dkk., Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
2019), him. 31.

34Marzuki, Penelitian Hukum..., him. 135.
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2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis
yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.*® Di dalam
penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris adalah bentuk penelitian yang meneliti hukum dari
perspektif luaran ataupun eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap
dan perilaku sosial terhadap hukum.®® Penelitian hukum empiris-sosiologis di
dalam skripsi ini bermaksud untuk mengetahui secara langsung, menganalisis
sikap dan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Sikap atau fakta hukum
dimaksudkan ialah peran dari dinas sosial di dalam perlindungan anak korban
tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang.
3. Sumber Data

Secara umum, para ahli mengemukakan bahwa data dalam penelitian
ilmiah dibagi ke dalam dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder, yang
penjelasannya sebagai berikut.

a. Data primer ialah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan.
Sehingga, jenis penelitian yang menggunakan data lapangan ini adalah
penelitian yang objeknya empiris. Mengingat penelitian ini termasuk
dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan adalah
data primer dan dalam keadaan tertentu diperkuat pula dengan sumber
data sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan informan penelitian, yaitu unsur Dinas Sosial Kota
Sabang, tokoh masyarakat dan informan lain yang memiliki informasi
mengenai perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur,
seperti buku-buku hukum, kesehatan, jurnal, dan bahan tulisan lainnya

yang mendukung penelitian ini.

35Efendi dan Ibrahim, Metode Penelitian Hukum..., him. 98.
36Djantha, Metode Penelitian Hukum..., him. 12.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dan studi
dokumentasi, yaitu upaya mencari dokumen yang terkait dan relevan dengan
objek penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data tersebut dijelaskan
di bawah ini.
a. Wawancara
Menurut Soekanto, wawancara adalah salah satu alat pengumpulan
data dalam penelitian hukum. Wawancara adalah suatu proses komunikasi
dua arah (dyadic communication) dengan tujuan yang sudah ditentukan
dan bersifat serius, dirancang untuk saling bertukar perilaku, dan biasanya
melibatkan kegiatan tanya jawab, dengan kata lain, wawancara adalah tiap
bentuk percakapan tatap muka, di mana seseorang berusaha memperoleh
informasi dari orang lain. Wawancara di dalam konteks penelitian hukum
bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan
tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi. Wawancara juga
dapat diadakan dengan alat tertentu, seperti telepon, sehingga tidak selalu
harus dengan cara tatap muka, dan wawancara ini tidak terbatas antara dua
orang saja (dapat lebih jumlahnya).®” Adapun pihak-pihak yang menjadi
informan yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan adalah
pihak pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Sabang, kemudian juga dari
tokoh masyarakat di Kota Sabang.
b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan dokumen-
dokumen penting yang terkait dengan objek penelitian, seperti berbentuk
catatan-catatan, surat perjanjian termasuk di dalamnya foto-foto dan vidio,

catatan jumlah kasus, dan lainnya.

$7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 13 (Depok: Ul Press, 2022),
him. 21 dan 24.
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5. Objektivitas dan Validitas Data

Obijektivitas dan validitas data penelitian ini terkait dengan penyajian
data yang bersifat objektif dan juga valid, sesuai dengan data yang ditemukan
di lapangan, tanpa ada interpretasi, kecuali tentang beberapa analisis terhadap
efektivitas hukum perlindungan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Sabang
terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

6. Teknik Analisis data

Analisis data pada studi lapangan secara umum menggunakan metode
deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi objektif terkait fokus masalah yang
sedang diteliti, selanjutnya dilaksanakan analisis dengan menggunakan teori-
teori yang relevan. Data penelitian yang dikumpulkan dari berbagai sumber,
baik dari lapangan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi,
maupun data kepustakaan sebagai bahan penunjang, selanjutnya dilaksanakan
tahapan analisis.

Dalam penelitian hukum, terutama penelitian hukum empiris, analisis
data dilaksanakan dengan langkah tertentu, yang diawali kegiatan pengolahan
data atau data processing. Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit data
atau data editing, serta mengodekan data (data coding). Langkah selanjutnya
ialah melakukan analisis data termasuk dengan melakukan analisis isi (content
analysis). Teknik analisis data dilakukan secara khusus terkait data penelitian
yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya. Seperti halnya di dalam
sebuah penelitian yang mendayagunakan studi kasus sebagai acuannya (case
study). Karena itu, maka keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian
diolah sebagaimana mestinya dalam penelitian hukum, yaitu proses penalaran
hukum (legal reasoning) yang logis, sehingga analisis yang ditempuh adalah

didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis.®

38Efendi dan Ibrahim, Metode Penelitian Hukum..., him. 180.
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Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan
studi perundang-undangan, mencakup regulasi UUD 1945, UU Perlindungan
Anak, dan UU KDRT. Analisis data penelitian ada dua tahapan, yaitu tahap
deskriptif/penggambaran masalah secara objektif,>® analisis preskriptif/upaya
dalam mencari ideal hukum.*® Analisis preskriptif dalam penelitian skripsi ini
dimaksudkan untuk meninjau secara seksama koherensi antara norma hukum
dengan praktik hukum yang ada di lapangan.
7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku
pedoman Penulisan Karya llmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam di Banda Aceh Tahun 2019.
Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran penulis kutip dari Alquran
dan terjemahannya yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian
Agama RI Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan empat bab, dengan sistematika pembahasan
sebagai berikut.

Bab Satu Pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan awal. Bagian ini
memuat uraian atas latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya
penelitian dilakukan, diikuti dengan rumusan masalah yang merinci pertanyaan
penelitian secara jelas. Tujuan penelitian dipaparkan untuk menunjukkan arah dan
hasil yang diharapkan. Kajian pustaka disajikan guna menegaskan posisi kajian
penelitian dalam konteks akademik yang sudah ada. Selanjutnya, penjelasan kata
per kata atau penjelasan istilah dijelaskan supaya tidak terjadi kerancuan makna.

Metode penelitian dijabarkan secara sistematis, mulai dari pendekatan dan jenis

39Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2016), him. 94.

4OMarzuki, Penelitian Hukum..., him. 41-42.
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penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data,
teknik analisis, hingga pedoman penulisan skripsi. Bab ini ditutup sesuai dengan
sistematika pembahasan yang memberi gambaran alur penelitian secara utuh dan
keseluruhan.

Bab Dua Kajian Konseptual berisi landasan teori dan konsep yang relevan
dengan topik penelitian. Pertama, dibahas mengenai konsep anak berhadapan
dengan hukum, termasuk definisi dan juga klasifikasinya sebagai pelaku, korban,
maupun saksi. Kedua, dijelaskan konsep pelecehan seksual terhadap anak,
meliputi definisi, bentuk-bentuk, serta dampaknya. Ketiga, diuraikan teori peran
dan teori efektivitas hukum.

Bab Tiga Analisis merupakan inti penelitian yang menyajikan data
lapangan dan interpretasi penulis. Diawali gambaran umum lokasi penelitian di
Kota Sabang, kemudian dilanjutkan dengan uraian bentuk peran Dinas Sosial
dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Efektivitas
hukum terhadap perlindungan tersebut menjadi fokus utama, sehingga dapat
diketahui sejauh mana peran Dinas Sosial berjalan sesuai teori dan kebutuhan
anak korban.

Bab Empat adalah Penutup berisi kesimpulan yang merangkum temuan
penelitian secara singkat, padat, dan jelas. Bagian ini juga memuat saran yang
ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik akademisi, praktisi, maupun
pemerintah, sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan
maupun praktik perlindungan anak korban pelecehan seksual.



BAB DUA
KAJIAN TEORETIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai Korban
Tindak Pidana

Konsep anak yang berhadapan dengan hukum ataupun ABH dimaksudkan
untuk memberi gambaran konseptual tentang kedudukan anak yang terlibat dalam
perkara pidana. Pada bagian ini, penting ditegaskan sejak awal bahwa peristilahan
anak berhadapan dengan hukum hanya merujuk kepada anak yang terlibat dalam
kasus pidana, bukan perkara perdata ataupun administrasi. Dalam konteks hukum,
anak ABH memiliki posisi khusus karena selain dipandang sebagai pelaku tindak
pidana, mereka juga tetap dilindungi oleh aturan hukum yang menekankan prinsip
perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi bukan semata-
mata hukuman. Untuk memudahkan pembahasan sub bab ini dibagi ke dalam dua
bagian utama, yaitu pengertian ABH dan juga klasifikasi ABH yang menguraikan
kategori anak dalam konteks pidana, misalnya anak sebagai pelaku, anak sebagai
korban, atau anak sebagai saksi.

1. Definisi ABH

Istilah anak yang berhadapan dengan hukum, disingkat ABH, di dalam
perspektif hukum mempunyai makna tersendiri, dan hanya dikaitkan dengan
hukum pidana. Artinya istilah ABH ini tidak dikaitkan dengan hukum perdata
umum maupun hukum keluarga. Maknanya pun bersifat jamak (plural), terdiri
dari anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Semua
klasifikasi ini berkenaan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam
konteks hukum pidana. Bahkan, penggunaan istilah ABH tersebut ditemukan
hanya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan

hukum pidana bagi anak-anak.
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Istilah anak berhadapan dengan hukum biasanya disebut juga dengan

anak yang berkonflik dengan hukum.*! Terkait istilah anak yang berhadapan

dengan hukum, sekurang-kurangnya ada dua kata kunci yang perlu dijelaskan,

yaitu anak dan hukum, sementara itu kata yang selebihnya (yang, berhadapan,

dan dengan) adalah kata hubung yang menerangkan keterkaitan antara kedua
kata (kata anak dan hukum) tersebut.

1) Anak. Kata anak berarti orang yang masih kecil.*? Anak juga dimaknai
sebagai keturunan kedua sebagai hasil hubungan pria dan wanita. Kata
anak secara bahasa, bukan hanya digunakan untuk keturunan manusia,
tetapi juga digunakan untuk hewan dan juga untuk tumbuhan. Dalam
perkembangannya, kata anak juga dipakai untuk menunjukkan tempat
kelahiran seseorang, seperti anak Aceh, anak Jawa dan yang lainnya.*

Makna anak dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia di satu sisi punya perbedaan, terutama di dalam menetapkan
apa sesungguhnya indikator yang digunakan, apakah dewasa tidaknya
seseorang (baligh), ataukah umur. Dalam perspektif Islam, seseorang
yang dipandang masih anak-anak yang dengan statusnya hukum masih
belum berlaku baginya (mukallaf) adalah tanda-tanda seseorang sudah
dewasa. Bagi laki-laki, tanda dewasanya (baligh) adalah Ailmun (telah
mimpi) sementara bagi perempuan tandanya ialah saidun (menstruasi
atau datang bulan).** Maknanya bahwa seseorang diposisikan sebagai
anak sekiranya orang itu belum mencapai usia baligh. Masing-masing

orang memiliki perbedaan usia baligh, terkadang pada sebagian orang

#Najamuddin P. Solong, Y. Kasan, dan Ni’ma M. Alhabsyi, Anak Berhadapan Hukum:
Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder (Sigi: Feniks Muda Sejahtera, 2022), him. 34.

42Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., him. 23.

43Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 267.

4 Ab1 Al-‘Abbas Ahmad bin ‘Amr bin Ibrahim Al-Qurtubi, Al-Mufhim Lima Asykala min
Talkhis Kitab Muslim, (Damaskus: Dar Ibn Kasir, 1996), him. 697.
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telah mengalami masa baligh di usia yang masih sangat muda, namun
sebagian lain justru akan lebih lama mengalami masa haid atau mimpi
basah. Ini tergantung pada tingkat kesuburan. Dalam konteks batasan
umur, para ulama sebetulnya tidak menjelaskan secara pasti mengenai
umur berapa seseorang telah dewasa. Sebab, dewasanya seseorang itu
ditentukan karena tanda-tanda baligh seperti telah dikemukakan, yaitu
hilmun dan faidun. Terkait batas umur berapa seseorang dapat disebut
sudah dewasa (baligh) atau masih anak-anak, dalam aspek ini memang
masih ditemukan perbedaan pendapat. Al-Syaibani mengutip setidak-
tidaknya empat ulama mazhab berikut ini:*°
1) Ulama kalangan Hanafiyyah (mazhab Hanafi) berpendapat bahwa

batasan umur seseorang dikatakan dewasa adalah untuk anak laki-
laki antara 18 sampai 19 tahun, bagi perempuan adalah berusia 17
tahun. Batasan usia tersebut merupakan batas penyempurnaan bagi
keduanya. Sekiranya bagi laki-laki dan perempuan belum juga ada
tanda-tanda baligh maka pada umur itulah mereka sudah dikatakan
dewasa, meskipun belum ada tanda dewasa (Zzilmun dan Aaidun).

2) Ulama kalangan Malikiyyah (mazhab Maliki) memiliki beberapa
pandangan, sebagian menyatakan batas usia dewasa ialah pada 17
tahun, ada juga yang menyatakan pada umur 18 tahun. Sementara
Ibn Wahhab menyatakan 15 tahun.

3) Ulama kalangan Al-Syafi’iyyah, batas usia seseorang sudah dinilai
dewasa adalah sudah mencapai usia 15 tahun.

4) Sementara menurut kalangan Hanabillah (mazhab Hambali), batas
usia seseorang sudah dipandang dewasa adalah usia di mana laki-
laki atau perempuan sudah muncul tanda-tanda baligh. Jadi, dalam
mazhab Hanbali tidak ada batas yang konkret tentang batas umur

Ab1 Al-Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah Al-Syaibani, Ikhtilaf A immah
Al-‘Ulama’, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 426-427.
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seseorang telah dewasa. Ulama mazhab Hanbalt hanya berpatokan
kepada tanda-tanda baligh seperti telah disebutkan sebelumnya.®

Pendapat ulama mazhab Hanbali di atas tampak senada dengan
yang diketengahkan Al-Qaradawi, bahwa ia tidak menyebut batas usia
secara pasti terutama mengenai pembebanan hukum. Dalam fatwanya
menyebut bahwa usia minimal seseorang dapat dibebani sanksi hukum
dalam syariat Islam ialah usia baligh secara alami (secara biologis).*’

Penentuan batas usia baligh dan pengetahuan mengenai tanda-
tanda baligh tersebut cukup penting, karena ia terkait langsung dengan
dibebani tidaknya mereka dalam berbagai masalah hukum, baik dalam
aspek ibadah (seperti kewajiban shalat, puasa dan lainnya),*® masalah
perdata, hukum keluarga, bahkan dalam konteks hukum pidana. Pada
konteks hukum pidana misalnya, bahwa pelaku kejahatan pidana yang
dapat dijatuhi hukuman 4ad, qisas ataupun ta zir adalah pelaku pidana
yang sudah mukallaf, yaitu sudah baligh, serta berakal. Hal ini selaras
dengan keterangan Hasan dan Saebani,*® begitu juga oleh Mardani,>
bahwa anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum karena
belum mukallaf.

Sementara itu, jika beralih ke hukum positif, maka batas umur
merupakan poin kunci yang menentukan seseorang tergolong dewasa
atau sebagai anak-anak. Yang paling umum digunakan dalam konteks
hukum positif adalah anak di bawah umur, yaitu seorang yang belum

48] bid.

“Yiisuf Al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2009), him. 530.

“8Muhammad Al-Zuhaili, Mu tamad fi Al-Figh Al-Syafi 1, Jil. 1, (Terj: M. Hidayatullah),
(Jakarta: Gema Insani Press, 2018), him. 166.

4Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, Hukum Pidana Islam: Figh Jinayah Dilengkapi
dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), him. 82.

S0Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), him.
47.
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berusia 18 (delapan belas) tahun, dan makna ini pula yang digunakan
dalam penelitian ini.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di
dalam kandungan”. Pengertian ini juga diakomodasi dalam ketentuan
Pasal 1 butir 40 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat: “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah” >

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak
adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam makna lain, batasan
seseorang dapat dikatakan sebagai anak sekiranya usia orang tersebut
masih kurang dari 18 tahun. Hal ini bermakna bahwa meski seseorang
tinggal beberapa bulan lagi berusia 18 tahun, beberapa minggu, atau
beberapa hari lagi mencapai tepat usia 18 tahun maka selama itu belum
mencapai umur 18 tahun, masih dikatakan sebagai anak.

2) Hukum. Kata hukum, pada asalnya diserap dari bahasa Arab, al-zukm
yang bermakna aturan, patokan, ketentuan, norma, batasan, atau suatu
ketetapan dan putusan.®? Menurut istilah, juga ditemukan perbedaan di
antara makna hukum Islam dan hukum positif. Di dalam hukum Islam,
yang dimaksud dengan hukum itu bisa berupa fikih (pemahaman) atas
dalil-dalil syarak yang terperinci terkait perbuatan seorang mukallaf.
Hukum juga bisa bermakna syariat, dalam arti ketentuan khizab Allah

SWT yang berhubungan ataupun yang mengatur perbuatan orang yang

*IDanial, “Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif
Moderasi Beragama,” Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 12, no. 1 (14 Juni 2023):
hlm. 26, doi:10.47766/syarah.v12i1.1531.

52 Manan, Pembaruan Hukum..., him. 23.
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sudah mukallaf, baik berupa igtida’ (perintah, larangan, anjuran untuk
melakukan atau di dalam bentuk anjuran untuk meninggalkan), takhyir
(kebolehan memilih bagi seorang mukallaf antara melakukan sesuatu
dan tidak melakukan), atau wad ’i (ketentuan yang menetapkan sesuatu
sebagai sebab, syarat atau mani /penghalang).>® Syariat juga dipahami
sebagai ketentuan hukum yang ditetapkan secara pasti di dalam syarak
misalnya shalat, puasa, zakat, serta lainnya yang berhubungan dengan
hukum.>*

Menurut hukum positif, makna hukum adalah mencakup setiap
aturan hukum positif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang
undangan. Hukum ialah ketentuan yang mengatur apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan warga masyarakat, dibentuk oleh lembaga yang
berwenang kemudian bagi orang yang melanggarnya dikenakan sanksi
hukum.®> Maksud hukum dalam konteks ini adalah hukum pidana. Ini
dibatasi karena berkaitan erat dengan tema anak yang berkonflik atau
berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa anak yang berhadapan
dengan hukum memiliki maksud dan cakupan yang umum, baik sebagai anak
sebagai pelaku tindak pidana, sebagai korban, dan sebagai saksi dalam tindak

pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana adalah menjadi

3Makna syariat tersebut umumnya ditemukan dalam kitab-kitab Ilmu Ushul Fikih, dalam
‘Ali Hasballah, Usil Al-Tasyri’ Al-Islami (Mesir: Dar Al-Ma’arif, 1976), hlm. 145; Lihat juga di
dalam ‘Abd Al-Wahhab Khallaf, ‘7lm Usil Figh, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), hIm. 25; Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Figh, (Terj: Saefullah Ma’shum,
dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 12; Rumusan yang sama juga disebutkan oleh
Al-Zuhaili dan Al-'Al. Lihat Wahbah Al-Zuhaili, Usil Al-Figh Al-Islami (Damaskus: Dar Al-Fikr,
1986), him. 25; ‘Abd Al-Hayy ‘Abd Al-‘Al, Usil Al-Figh Al-Islamt, (Terj: Muhammad Misbah),
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 120.

S4yasuf Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah Syari’ah Al-Islamiyyah, (Terj: Ade Nurdin
dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 8.

SSWarkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttagin, Hukum Islam dan Hukum
Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer (Malang: Setara Press, 2017), him.
14; Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2019), him. 10.
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titik awal munculnya peristilahan anak berhadapan dengan hukum.®® Merujuk
kepada rumusan pengertian tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum
dalam kategori pelaku dapat disebut dengan anak yang berkonflik dengan
hukum. Merujuk pada United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
seperti dikutip Murli Desai, bahwa a ‘child in conflict with the law’ as a child
alleged as, accused of, or recognised as having infringed the criminal law.
Artinya, seorang anak yang berkonflik dengan hukum ialah sebagai anak yang
diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar ketentuan hukum pidana). Murli
Desai juga mengulas bahwa anak sebagai pelaku (berkonflik dengan hukum)
menggambarkan situasi yang dihadapi anak terhadap hukum.®’

Pengertian anak berhadapan dengan hukum juga digunakan pada Pasal
1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksudkan dengan “Anak yang
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak
yang menjadi korban tindak pidana, dan juga anak yang menjadi saksi tindak
pidana”. Dengan begitu, anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya
anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi termasuk anak sebagai korban dan
anak sebagai saksi di dalam kasus tindak pidana.

Mengacu kepada pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa
anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang yang belum berusia 18
tahun yang berkonflik dengan hukum, atau berkedudukan sebagai pelaku yang
melakukan tindakan pidana, sebagai korban tindak pidana, atau sebagai saksi

di dalam kasus pidana.

%6Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi
Kesatu (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), him. 16.

S’Murli Desai, Child Welfare, Protection, and Justice (New York: Cambridge University
Press, 2021), him. 20.
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2. Klasifikasi ABH: Sebagai Pelaku, Korban, dan Saksi
Anak merupakan manusia yang diakui hak-haknya secara penuh sebab
ia juga termasuk sebagai warga negara. Sebagai warga negara, anak idealnya
mendapatkan hak-haknya yang paling mendasar, misalnya tumbuh kembang,
pendidikan, hak hidup, dan lainnya.’® Seseorang yang berstatus sebagai anak,
tentu memiliki peluang melakukan tindak pidana, atau sebagai korban tindak
pidana, atau sebagai saksi yang menyaksikan tindak pidana. Ketiga keadaan
ini termasuk dalam cakupan jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum.
Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti telah dikemukakan sebelumnya.
Karena itu, jenis anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikelompokkan
menjadi 3 jenis, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban
tindak pidana, dan anak sebagai saksi terjadinya tindak pidana.

a. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana ialah seorang
anak yang anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
mengemukakan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana yang
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan
atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya
disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

%8Siti Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis (Tangerang: Bentara Aksara
Cahaya, 2020), him. 279.
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tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Prevalensi anak yang terlibat dalam tindak pidana (berkonflik dengan
hukum) bervariasi tergantung kepada berbagai faktor, seperti lokasi geografis,
status sosial ekonomi, pengaruh budaya, dan perubahan norma masyarakat.
Dalam kasus yang lainnya prevalensi anak yang menjadi korban tindak pidana
juga cukup tinggi di Indonesia, bahkan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan
dengan prevalensi kasus anak sebagai pelaku pidana. Adapun untuk kategori
anak sebagai saksi biasanya posisinya disamakan sebagai anak sebagai korban
tindak pidana, sebab anak yang menjadi korban sekaligus sebagai sanksi pada
kasus tindak pidana yang dialaminya.

Khusus data anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana
di Indonesia cukup tinggi. Sesuai data publikasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, khususnya hingga tahun 2020 cukup tinggi. Pada tahun 2020, data
jumlah anak korban mencapai 17.237 jiwa sementara anak saksi di tahun yang
sama adalah berjumlah 1924.>° Berikut dapat dimuat data jumlah anak korban
dan anak saksi dalam gambar berikut ini:

Data Jumlah Anak Korban-dan Anak Saksi

®m Anak Korban # Anak Saksi & Anak Pelaku

17237
g ]
I R e P
T 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<Im Anak Korban 76 1457 2462 6423 6423 17237
% Anak Saksi 0 393 571 1933 1937 1924
" Anak Pelaku 3293 3158 3475 3317 2849 1914

JUMLAH KASUS

Gambar 2. 1. Data Anak Korban dan Anak Saksi
Sumber: Puskapa, 2020.

9Puskapa, “Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027",
(Jakarta: Pustaka, 2020), him. 18.
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Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa tren kasus anak yang
berposisi sebagai korban (garis biru) menunjukkan kenaikan, bahkan di tahun
2020 jumlahnya cukup signifikan. Sementara data kasus anak sebagai pelaku
(garis abu-abu) menunjukkan tren yang menurun, sementara itu anak sebagai
saksi tindak pidana menunjukkan angka yang relatif seimbang, meskipun dari

tahun ke tahunnya tetap memiliki kenaikan.

B. Konsep Pelecehan Seksual terhadap Anak
Konsep pelecehan seksual terhadap anak dimaksudkan untuk memberikan
gambaran dasar menyangkut fenomena pelecehan seksual yang dialami anak serta
dampak yang dialami anak. Pelecehan seksual terhadap anak pada dasarnya bukan
sekadar persoalan moral, tetapi juga masalah hukum dan perlindungan anak yang
serius. Anak sebagai pihak yang rentan memiliki kedudukan khusus dalam hukum
sehingga setiap bentuk pelecehan seksual harus dipahami sebagai sebuah bentuk
pelanggaran terhadap hak anak dan ancaman kepada tumbuh kembangnya. Untuk
memudahkan pembahasan, maka sub bab ini dibagi ke dalam tiga bagian utama,
yaitu definisi pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual kemudian pada
bagian akhir menguraikan dampak pelecehan seksual terhadap anak. Pembahasan
masing-masing poin ini dapat dikemukakan berikut ini.
1. Definisi Pelecehan Seksual
Frasa pelecehan seksual tersusun dari dua kata. Pelecehan berasal dari
kata leceh, artinya sesuatu atau benda yang meleleh yang berada di tempatnya
seperti lilin, air, dan lainnya. Kata leceh juga berarti sesuatu yang dianggap
remeh, atau tidak berharga kelakuan yang sifatnya buruk ataupun penghinaan
atas seseorang.® Istilah leceh, kemudian membentuk beberapa turunan kata
di antaranya melecehkan serta pelecehan. Kata pelecehan yang mendapatkan

proses pengimbuhan (konjungsi) pe-an, mempunyai arti sebagai sesuatu cara,

50Redaksi, Kamus Bahasa..., him. 228.
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proses ataupun tindakan/perbuatan melecehkan, perbuatan merendahkan atau
meremehkan orang lain.®* Dengan demikian, istilah pelecehan ini digunakan
untuk menunjukkan suatu tindakan meremehkan ataupun merendahkan orang
lain. Kata kedua di dalam susunan katanya adalah seksual, diambil dari kata
seks maknanya jenis kelamin, sesuatu yang ada relasinya dengan alat kelamin
seperti senggama ataupun persetubuhan, seks juga bisa berarti nafsu birahi.®2
Sementara itu, kata seksual berhubungan dengan alat kelamin atau berkenaan
dengan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan makna di atas, maka pelecehan seksual secara sederhana
dapat dimaknai sebagai tindakan meremehkan atau merendahkan orang lain
yang berjenis kelamin yang berbeda, misalnya dari laki-laki pada perempuan
atau sebaliknya yang mempunyai relasi (hubungan) kuat dengan seksualitas,
keinginan nafsu syahwat, pelampiasan birahi, tetapi tindakan yang dilakukan
tidak sampai kepada hubungan kelamin (persenggamaan) atau pemerkosaan.
Di dalam bahasa Inggris, terminologi pelecehan seksual ini sering digunakan
dengan istilah sexual harassment.®®

Menurut terminologi, dapat dikutip lima pendapat ahli berikut ini:

a. Arief Subyantoro dan Suwarto secara singkat mengemukakan bahwa
pelecehan seksual merupakan sex discrimination.®* Artinya ialah suatu
tindakan yang mempunyai relasi dengan seksual yang mana perbuatan
bagian dari diskriminasi ataupun penyudutan. Objeknya manusia yang
menjadi korban pelecehan.

b. Menurut Jeffrey S. Neved, pelecehan seksual atau sexual harassment,

adalah tindakan seseorang kepada orang lain baik berbentuk perkataan

8IMundakir dkk., Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner, (Surabaya: UM
Surabaya Publishing, 2022), him. 59.

62Redaksi, Kamus Bahasa..., him. 815.
83Mundakir dkk., Kekerasan Seksual..., him. 59.

8 Arief Subyantoro dan FX. Suwarto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta:
Penerbit Andi, 2020), him. 120.
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berbau seksual yang tidak menyenangkan bagi pihak lain, juga dalam
bentuk isyarat tubuh ataupun sentuhan, bisa juga berbentuk perkataan
memancing atau menuntut imbalan seksual yang tujuannya berbentuk
isyarat kerja atau kenaikan satu jabatan tertentu.%®

c. Bagong Suyanto, pelecehan seksual adalah sebagai salah satu bentuk
kekerasan seksual.®® Definisi ini juga senada dengan pendapat Amran
dan Mardi, saat mereka menjelaskan kriteria kekerasan seksual.®” Jadi,
selain kategori pelecehan seksual, termasuk kekerasan seksual adalah
pemerkosaan. Amran juga menyatakan pelecehan seksual atau sexual
harassment berbentuk pemberian perhatian yang ada relasinya dengan
seksualitas, baik lisan, fisik maupun dalam bentuk tulisan, di mana hal
tersebut di luar kemampuan dan keinginan perempuan namun tindakan
tersebut dianggap harus dipandang sebagai suatu kewajaran.%®

d. Menurut Lubis dan Ali, pelecehan seksual mencakup semua tindakan,
termasuk perkataan serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan
seksualitas termasuk didalamnya seperti siulan yang tidak dikehendaki
oleh penerima pelecehan seksual itu.%®

e. Menurut Dessler, seperti dikutip Arief dan Suwarto, pelecehan seksual
berkaitan dengan rayuan seksual yang dilakukan seseorang terhadap
orang lain, dengan tidak ada keinginan ataupun kehendak bagi orang
yang mengalaminya bisa juga dalam bentuk pemberian hadiah seksual
maupun perlakuan verbal dan visi bernuansa seksualitas. Oleh sebab

8Jeffrey S. Nevid, Psychology: Concepts & Aplication, (Terj: M. Chozim), (Penyunting:
Rizal), (Bandung: Nusa Media, 2021), him. 44.

%Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2016), him. 248.

5 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana
Islam Serta Ekonomi Syariah, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 126.

®8Ibid., him. 277.

89Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2019), him. 98.
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itu, Dessler menjelaskan terkait keadaan-keadaan yang mempengaruhi
pelecehan seksual ini terjadi dalam salah satu di antara kriteria berikut
ini:"®
1) Ada penyerahan diri yang sebetulnya tidak dikehendaki korban,

sebab ada relasi perkerjaan di dalamnya.

2) Penyerahan diri karena keterpaksaan atau dalam bentuk penolakan
dari pihak lawan menjadi kunci yang dapat menentukan tindakan
seseorang itu dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual.

3) Perlakuan ataupun perbuatan dan tindakan yang diterima tersebut
mempunyai efek tersendiri misalnya dapat mengganggu prestasi
Kinerja seseorang, ataupun di dalam pekerjaan itu ada relasi kuasa
sehingga sifatnya intimidatif dalam hubungan kerja, memunculkan
permusuhan atau tidak sopan.”

f. Menurut Sumy, pelecehan seksual adalah suatu perlakuan seseorang
dengan jenis tertentu yang terdiri dari seksual verbal, sentuhan tanpa
izin, tindakan pelecehan seksual secara online atau di dalam jaringan,
penguntitan, perbuatan menunjukkan alat kelamin, dan juga serangan
seksual.”

Pengertian di atas memuat rumusan pelecehan seksual dengan redaksi
yang berbeda antara satu dengan yang lain. Intinya, bahwa pelecehan seksual
di dalam konsepnya termasuk ke dalam kekerasan seksual.”® Definisi tersebut
memasukkan pelecehan seksual sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual.
Pelecehan seksual di sini dapat berbentuk perbuatan, perkataan maupun hanya

sekedar tulisan atau siulan yang erat kaitannya dengan seksualitas, sementara

“Subyantoro dan Suwarto, Manajemen Sumber..., him. 120.
bid.

"2Sumy Hastry Purwanti, Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari
Forensik Klinik, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hIm. 68.

81smantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap
Anak (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), him. 7.
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basis tempat terjadinya tidak hanya pada konteks relasi hubungan kerja tetapi
dalam konteks yang umum sekalipun, misalnya di pasar-pasar, dalam rumah
lingkup domestik maupun publik, bahkan untuk konteks sekarang wujud dan
bentuknya berlaku melalui media sosial dengan tulisan atau penyebaran hal-
hal yang berhubungan dengan seksualitas.

2. Bentuk Pelecehan Seksual dan Dasar Pelarangannya

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual ini memiliki
kriteria tersendiri. Bentuk ataupun kriteria tindak pidana pelecehan seksual ini
secara prinsip dapat diketahui dari pengertian pelecehan seksual yang sudah
dijelaskan di awal. Sekiranya mengikuti pendapat Jeffrey S. Neved terdahulu,
maka bentuk pelecehan seksual ini berupa:

a. Perkataan berbau seksual

b. Isyarat tubuh

c. Sentuhan

d. Perkataan memancing atau menuntut imbalan seksual.’

Adapun menurut Amran dan Mardi, bentuk pelecehan seksual berupa
pemberian perhatian yang ada kaitannya dengan seksualitas, yang cakupannya
ke dalam tiga hal, yaitu seperti:”

a. Pelecehan seksual lewat lisan
b. Pelecehan seksual lewat fisik
c. Pelecehan seksual lewat tulisan.”

Melalui keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual
dapat berwujud dalam ragam bentuk, bisa berbentuk lisan yang mengandung
nuansa seksualitas termasuk siulan, perkataan bernada seksual, atau berbentuk

tulisan, atau secara langsung dilaksanakan di dalam bentuk perbuatan, seperti

"4Nevid, Psychology: Concepts..., him. 69.
>Suadi dan Candra, Politik Hukum..., him. 126.
S1bid.
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menyentuh dengan tangan, mencium, memeluk dan lain sebagainya, atau bisa
juga memberikan isyarat tubuh bernuansa seksual.

Terkait dasar pelarangan pelecehan seksual ini, dapat ditinjau dari sisi
hukum Islam dan hukum positif sekaligus. Dalam perspektif Islam, pelecehan
seksual termasuk perbuatan yang sangat dilarang, karena dapat merendahkan
seseorang. Perspektif Islam mengenai pelecehan seksual adalah pelanggaran
norma yang ditetapkan dalam nas Al-Qur’an dan hadis. Menurut nas memang
tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit larangan pelecehan seksual.
Tetapi, bila dikaji secara mendalam dengan menggunakan perspektif analogi
hukum (giyas) dan cakupan keumuman nash (teori ‘@mm di dalam ilmu tafsir),
maka ayat-ayat yang berbicara mengenai perintah untuk menjaga kemaluan,
larangan mendekati perbuatan zina dan larangan-larangan lainnya yang terkait
dengan seksual secara norma hukum dapat dimasukkan sebagai dasar hukum
pelecehan seksual. Di antara ayat Al-Qur’an yang sering digunakan sebagai
basis dan landasan adanya larangan tersebut mengacu kepada QS. Al-Nar ayat
30-31, ayat ini memberikan informasi mengenai perintah menahan pandangan
dan kemaluan. Al-Qurtubt di saat beliau memberikan pandangan interpretatif
atas ayat di atas. Dalam keterangannya dinyatakan bahwa makna memelihara
kemaluan pada ayat ini mencakup menghalangi suatu yang tidak dihalalkan.””
Al-Syaukani di dalam tafsirnya juga memberi komentar terhadap makna QS.
Al-Nir ayat 30-31, bahwa konsep menjaga kemaluan mencakup apa-apa yang
diharamkan oleh Allah Swt.” Dengan begitu, secara redaksional, bunyi ayat
di atas bersifat universal atau umum, mencakup penjagaan kemaluan dari hal-

hal yang tidak dihalalkan dalam Islam, termasuk pelecehan seksual.

"TAb1 Bakr Al-Qurtubt, Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2009), Jilid 5, him. 204.

®Imam Al-Syaukani, Tafsir Fath Qadir, (Terj: Amir Hamzah, Fachruddin dan Asep
Saifullah) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 4, him. 22.
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Landasan hukum berikutnya bisa ditemukan dalam QS. Ali Imran ayat
135. Ayat ini juga tidak menegaskan secara langsung redaksi frasa “pelecehan
seksual”, hanya saja larangan pelecehan seksual ini dipahami dari makna ayat
yang sifatnya umum untuk tidak mengerjakan perbuatan yang keji. Al-Zuhaili
menyatakan perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat di atas ialah perbuatan
dosa yang dampaknya bukan hanya pada pribadi si pembuat dosa, tetapi juga
berdampak kepada orang lain.”® Ayat ini diturunkan cenderung sangat relevan
dengan pelecehan seksual. Sebab turun ayat ini seperti dinukil oleh Al-Zuhaili
ialah berkenaan dengan riwayat Atha’, ia mereduksi salah satu pernyataan Ibn
Abbas bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Abu Mugbil (nama aslinya
Nabhan), ialah seorang penjual kurma. Satu ketika ada seorang wanita yang
datang kepadanya untuk membeli kurma, pada waktu itu Abu Mugbil justru
memeluk dan mencium wanita itu, kemudian ia menyesalinya dan mendatangi
Rasulullah SAW, kemudian menceritakan kejadian apa yang telah ia lakukan,
kemudian turunlah ayat. Melalui riwayat tersebut, juga dipahami pelecehan
seksual dalam kategori mencium dan mendekap perempuan juga telah terjadi
pada masa Rasulullah SAW.

Dasar hukum pelarangan pelecehan seksual juga ditemukan dalam
banyak riwayat hadis, di antaranya riwayat hadis dari Abdul Jabbar bin Wa’il.
Riwayat ini erat kaitannya dengan larangan menyalurkan hasrat seks ataupun
nafsu syahwat. Larangan ini dari ada hukuman yang diberikan kepada pelaku
pelecehan ataupun kekerasan seksual terhadap perempuan.®® Imam Al-Zahabi
meriwayatkan bahwa ada orang yang meletakkan tangannya pada perempuan
dengan syahwat, maka Allah SWT akan memberi azab, termasuk di dalamnya

seperti mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di

®Wahbah Al-Zuhaili, Al-Tafsir Al-Munir: fi Al-‘Aqidah, wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj,
Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), him. 424.

80 Ab1 Bakr Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqt, Sunan Al-Kubra, (Tahqiq: Muhammad
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neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi
pada hari kiamat kelak.8! Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam
perspektif hukum Islam, pelecehan seksual merupakan tindakan yang dilarang
dan pelakunya berdosa, bentuk tindakannya tidak sampai pada hubungan zina
(bersenggama).

Dalam perspektif hukum positif, semua perbuatan yang masuk dalam
kategori kejahatan telah ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum pidana
(KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Kemudian diatur pula dalam UU No. 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU
TPKS). Dalam KUHP memang tidak ada redaksi yang tegas menyebut istilah
pelecehan seksual sebagai bentuk kejahatan seksual. Hanya saja, KUHP justru
menggunakan kata umum yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seksual,
yaitu tindak pidana kesusilaan. Hal ini bisa dipahami dalam Pasal 406 KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori Il, setiap orang yang:

a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau

b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan
orang yang hadir tersebut.

Selanjutnya disebutkan juga di dalam Pasal 422 KUHP, yan